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DALAM PERKARA PERDATA DAPAT DIAJUKAN
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(Suatu studi kasus)
kMJ . Koosmargono, SH
PENDAHULUAN

Alat bukti tulisan merupakan salah-satu alat bukti
vang dikenal dan diakuil dalam hukum acara perdata kita
rengaturannya terdapat dalam Herziene Indonesische
Reglement,/Reglement voor de Buitengeweaten (HIR/RBg) ten-
tang alat bukti tertulis yvang bersifat sangat sumir.
Pagal 165 HIR/ Pasal 285 RBg hanya memberikan definisi
tentang =akta otentik. Pembuktian dengan tulissn diatur
gecara lebih lengkap dan rinci dalam buku keempat EKUH Pdt
(Pagsal 1887 s/d 18845, .

Dalam proses perdata bukti tulisan merupakan slat
bukti vang penting dan utama, terutama dalam lalu-lintas
perdagangan seringhkali sengajs disediakan guatu bukti yang
dapat dipakail apabila dikemudian hari timbul suatu perse-
lisihan (Retnowulan, 18979 : 57 - 58).

Acda  tiga wacam Ltulisan sebagai alat bukti yaitu
akts otentik, akta di bawah tangan dan surat-surat lain
(Supomo, 18985 : 76).

Akta adalabh tulisan yang ditanda tangani dan yang
dibuat khusus (sengaja dibuat) untuk menjadi bukti. Agar
tulisan dapat digolonghan dalam pengertian akta, tulisan
tersebut haruslah ditanda-tangani (Hapsoro, 1989 : 2).

Menurut ketenituan dalam Pasal 1867 RKUH Pdt, akta
dibedakan menjadi skta otentik dan akta dibawah tangan.
Didalam Pasgal 1868 KuUH Pdt dikstakan: akta otentik vaitu
suatu akta vang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang
cdiberil wewenang untuk itu, merupakan bukti vang lengkap

antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang
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mendapat hak dari padanva tentang vang tercantum di
dalamnyva dan bahkan tentang vang tercantum didalamnya se-
hagai pemberitahuan belaksa; akan tetapi yang terakhir ini
hanyalah sepasnjang vang diberitahukan itu erat hubungannya
dengan pokok dari pada sakta.

Dilibhat dari isinva (hsl/peristiwa), dapat meliputi
akta  otentik dalam bhukum publik maupun akta otentik yang
hersifat keperdatssn, maka pejabat vang Dberwenang vang
dimaksud antara lain adalah panitera, jurusits, notaris,
pegawal pencatat sipil, hakim dan sebsgainyva. Dengan demi-
kian akta otentik dapat berupza akta pihak (partij acte),
misalnya akta yang dibuat oleh seorang notaris atau akta
notaris, dan ada pula akta otentik yang merupakan akta
paejahat (ambtelijk acte) (Riduan, 1988 : B617).

Dalam fungsinya sebagai suatu alat bukti, suatua
akta otentik mempunyal kekuatan pembuktian. Hal terpenting
dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta otentik ialah
gehbagaimana ditentukan dalan Pasal 185 ayat (1) HIR keku-
atan penbuktiannya yvang sewpurna atau lengkap. '

Bukti =mempurnsa ialah bukti vang sedemikisn sehinggs
hakim wmempercleh kepastian yang cukup {(gencegzaam) untuk
mengabulkan akibatbhukum vang dituntut oleh 'penggugat,
tanpa mengurangi kemungkinan adanva bukti Jawan (tegen-
bewijs). (Setiawan, 1989 : 120),

Dari definisi dintaz maka dapat disimpulkan bahwa
mekalipun suatu akta otentik memiliki suatu kekuatan pem-
buktian sempurna (volledig bewijs), namun tidak tertutup
kemungkinan untuk diajukannya buktil lawan (tegenbewiis).

Bukti lawan (tegenbewijs) adalah suatu upayva
pembuktian vang bertujuan untuk membuktikan kebenaran
dalil vang mengatakan bahwa suatu akta adalah palsu  atan
dipalsukan.

Dikatakan bukti lawan oleh karena alat bukti ini
dipergunakar untuk membantah kebenaran alat bukti vang
diajukan oleh pihak lawan, maka perlu @uatu prosedur

khusus untuk mengajukannva.



B.

PERMASALAIIAN

Sehagai  suatu akta otentik, akta notaris memiliki
ketiga Jjenis kekuatan pembuktian itu, dimana masing-masing
kekuatan pembuktian tersebut adslah sempurna. Namun
kekvuatan pembuktian  tersebut tidak menutup kemungkinan
untuk diajukan bukti lawasn. Baik HIR maupun RBg tidak
mengatur secara khusus tentang cara pengajuan bukti lawan
terhsdap akta otentik yang dituduh palsu atau dipalsukan.
Dari perwasalahan tersebut timbul pertanyvaasn se-
hagail berikut |
1. Dimanakah diatur kemungkinan satu pihak berperkara da-
pat  mengajukan bukti lawan terhadap akta otentik vyang
diajukan gsehagai alat bukti 7

2. Pengan mengingat ketentuan Pasal 393 HIR/ Pazsal 721 RBg
maka berdasar ketentuan manakah kemunghinan diajukannya

anatuy  bukti lawan (tegenhewiis) terhadap suatu akta

otentik yang berkekuatan sempurna tersebut ?
PEHBAHASAN

1. Pengertian akta actentilk

Pazsal 165 HIR atau Pasal 285 RBg menentukan Surat
{akte) yvang sah ialah sustu syrat vang diperbuat demikian
oleh atau dihadapan pegawail umum yang berwenang untuk
membuatnya, menjadi bukﬁi vang cukup bagil kedua belah
pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yvang mendsapat
hak daripadanya, tentang segala hal yvang disebut di  dalam
surat  i1tu  dan  Juga tentang vang ada dalam  surat itu
aehagni  pemberitahuan  vang berhubungan langsung dengan
perihal pada pokok sarat itu.

Ketentuan mengenail akta otentik dalam HIR maupun
RBg ini sama dengan ketentuan cdalam Pasal 1868 KUH Perdata
sehagaimana telah dinraisn diatas.

Dikataksn juga oleh Pitlo, akta otentik adalah akts

vang dibuat oleh atau dihadspan pejabat umum vang



berwenang untuk itu menurut undang-undang, mengenai hal
vang diperbuat/dilakukannya atan apa yang ditangkap/
diketahuinva disampaikan dan vang dibuat dalam bentuk
menurnt undang-undang (Hapsoreo, 1889 : 27).

Dari pengertian diatas dapat dikatakan, akta
otentik adalah
1. surat (skta),
2. dibuat oleh atau dihadapat pejabat umum yang berwenang,
3. menjadi bukti vang Sémpurna,
4. bagi kedus belah pihsk dan ahli warisnya dan sekalian

orang vang mendapat hak daripadanva,

o

tentang segala hal vang disebut di dalam suvrat itu dan
Juga tentang vang ada dalam surat itu sebagai pemberi-
tahuan vyang berhubungan langsung dengan perihal pads
pokok surat itu.

Ntentik atau tidaknya sustu akta tidaklsah cukup
apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pajabat
saja. Pejabat vang membuat haruslah pejabat yang berwenang
untuk itu, disamping itu cara membuat akta otentik harus-
lah wmenurut ketentusn yvang telah ditetapkan oleh undang-
undang. Apabila galah satu syarat tersebut tidak dipenuhi,
maka akta yang dibuat tidak dapat dianggap sebagai akta

otentik, tetapi hanya sebagai akta dibawah tangan.

2. Fejiabat vang berwenang

Siapakah vang dimaksud sgebagal pejabat vang
herwenang membuat akta? Dalam pasal 1 Peraturan Jabatan
Notaris {(Reglement op het Notsrisambt) Stbl. 1860 No:. 3
cdikatakan
Hotaris adalah pejabat umum, khusus (gatu-satunya) vyang
berwenang untuk membuat akta otentik tentang semua perbu-
atan, perjaniian dan penetapan vang cdiharuskan oleh per-
aturan umun  atau oleh vang berkepentingan dikehendaki
untuk dinvataksn dalam suatu akts otentik, menjamin kepag-
tian tanggalnva, menyvimpan aktanya dan memberikan grosse,

snlinan atau kutipan; semuanyva ttu apabila pembuatan akta



vang dewmikian itu, oleh peraturan umum tidak pula ditugas-
kan atau dikhususkan kepadsa pejabat atau orang lain.

Dari bunyi passal tersebut diatas dapat diketahui
hahwa notaris adalah pejabat umum vang berwenang membuat
akta otentik, kecuslil jika ditentukan lain oleh undang-

“undang.

3. ketustan pembubitien abtae otentik
Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik dikatakan

aleh Sudikno Mertokusumo dslam bukunya Hukum Acara Perdata

Indonesia (1882 : 27) bahwa akta otentik mempunyai

1. Rekuatan pembuktian lahiriah, maksudnya ialah suatu
tulisgan vyang tawmpaknya seperti akta otentik dianggap
demikian dibuat dan ditanda tangani pajabat vang
herwvenang sampal dibuktikan sebaliknya.
Hal tersebut adalah logis sebab akta otentik dibuat
oleh pejabat yvang berwenang. Oleh karenanva hakim harus
menerima  saps yvang nampaknya sebsgsl akta otentik ada-
lah akta otentik, sampail orang membuktikan bahwa akta
itu palsuy, misalnya tanda tangan pejabat adalah palsu
atau ada ksta-kata vang ditambahkan.

2. Kekuatan pembuktian formil
Kekuatan pembuktian ini berhubungan dengan fakta, vaitu
hahwa orang ataun orang-orang tertentu pada waktu
tertentu telah memberi pernyataan/uraisn sebagaimana
tercﬁntum dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan
bukti memmakss mengenal tanggal pembuatann?a, apa yang
diterangkan oleh pars pihask serta tanda tangan mereka
atan pernyatasn/keterangan pejabat.

3. Kekuatan pembuktian msteriil
Kekuatan pembukbtian ini mengenal apakah benar apa yang
ter cantum dalam akta tersebut, dan apakah
keterangan/pernyataan tersebut berdasarkan kebenaran.
Hal ini adalal merupakan pevnyataan " pihak (partij
verklaring) vang merupakan bukti memaksa antara para

pihak s=endiri, mereka yang wmenerima hak dari pihak
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“teraebut dengan alas hak {(titel) umum atsu khusus.
Kekuatan pembuktiﬁn materiil dari akta otentik
merupakan bukti memakss terhadap siapa saja mengenal
apas yvang diterangkan oleh pejabat yang berwenang untuk
itu dalam hal kewenangsnnys.

Darl uraian tersebut diatas dapat dikatakan, suatu
akta otentik vang sah wmemmpunyal kekuatan pembuktian
lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan
pembuktian materiil, vang berarti bahwa hakim terikat

nntuk percaya akan kebenaran akta otentik tersebut.

4. Rukii lawan (tegenbewiis)

Sebagaimansa telah diuvraikan dimuka, bahwa kehkuatan
pembuktian sempurna yang dimiliki suatu akta otentik tidak
menutup  kemunghkinan diajukannya bukti lawan, apabila ads
tuduhan kepalsuan atan pemalsuan dalam akta otentik. Dalam
hal ada tuduohan pemalzuan atas akta otentik, maka pembuk-
tiannya (pengajuan bukti lawan) diletakkan pada siapa yang
menuduh adanya kepalsuan aktsa tereebut.

Kepalsuan suatu akta dapat dibedakan menjadi
kepalsuan materiil (materieele valsheid), yaitu kepalsuan
vang menyvangkut kekuatan pembuktian lahiriahnya, dan
kepalsuan intelektuil (intellectuele wvalsheid) vaitu
kepalsuan yvang menyanghkut kekuatan pembuktisn materiilnya.

Menurut ketentuan Bab I1 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (BW)Y tentang Pembuktian dengan tulisan, dalam
Pagal 1872 disebuthkan |
Jika =usatu akta otentik, dalam bentuk apapun, didugsa
palsn, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut
ketentuan-ketentuan Reglemen Acars Perdats (Pasal 148 dst,
1635 dst).

Untuk mengetahuil tsta caranyva tersebut kita lihat
heberapa ketentuan pada Bagian 5 Reglemen Acara Perdata
(Rv) tentang Perselisihan mengenal asli tidaknya surat-
=utrat dan tentang pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang

hal itu, vang dalam Pasal 148 ditentukan sebagsi berikut



Pemeriksaasn di sidsng pengadilan mengensi asli tidaknya
surat-surat vang hendak dipergunakan para pihalkk diadakan
1. jdika pihak vang dikatakan telah membuat surat dibawah
tangan ataur- menanda tanganinya, menyangkal telah
membuatnya atay menanda-tanganinya; (Pazal 1875 XUH
Pet) .
Jika pibhak yvang dilawan dengan menggunakan suatu surat
dibawah tangan vang ditulis oleh pihak ketiga atau
ditanda tangani oleh pihak ketiga itu dan menyatakan
Eidak mengakui surat atau tanda tangan orang yang
dikatakan telah menwulis atau menanda-tanganl surat itu;
{(Pagal 1875 KUH Pdt)
3. dikas salah satu pihak mengatakan bahwa surat itun palsu
atan dipalsukan; (Pasal 1872 KUH Pdt).
Lebhih lanjul dalam Pasal 150 ditentukan
Dalam kejadiah seperti tersebut dalam No.3 Pasal 148, maka
pihak vang nmengsatakan bshwa surat vang dikemukakan sadalah
pal su atan dipalsuakan dapat menuntut agar i1a diberi
kesempatan untuk membultikannyva baik dengan surat-surat,
ahli-ahli, maupun dengan saksi-saksi.
Tetapi 1z tidak akan diperbolehkan untuk itu sebelun
menyampaikan di kepaniteraan suatu akta yang ditanda-
tangani olehnya s=endiri atau oleh orang vang khusus
dikuagakan untuk itu dengan suatu akta otentik, dan memnat
pernyataan vang tegas bahwa surat-surat yang hbersangkutan
dianggap palsu atau dipalsukan dan Jjuga menysbutkan
tindakan-tindakan, keadaan aerta alat bukti vang
dipandangnya perlu  untuk membuktikan kepalsuan atau
dipalsukannya surst-surat itw.

Dari kata-katsa dalam pagal-pasal tersebut diatas,
dan seterusnya, Jjelas kelihatsn bahwa ada aturan hhusus
mengenai cara-cara pengajuan bukti lawan dalam hal ads
tuduhan kepalsu an atau dipalsukannya akta otentik.'

HIR tidak mengatur cara-cara khusus pengajuan bukti
lawan Jjiks terjadi tuduhan adanya kepalsuan atau

dipalsukannya suatu akta, baik otentik maupun akta dibawah
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Langan.

Dalam Pasal 138, yvang merupakan ssatu-satunya pasal
vang mengatnr tentang tindakan hakim jika ada tuduhan akan
keaslian suatu bukti tulisan, hanyva mengatakan
Jika salah gatu pihak mewbantah kebenaran surat keterangan
yang diserahkan pihak lawannya, maka pengadilan negeri
holeh memeriksa hal itu, segudah pemeriksaan itu harus
diputuskannva apakah surat itu boleh dipakal dalam perkara
itu atan tidak.

Baik dalam ayat 1 masupun asyat-ayat lainnya passal
tersebut tidak ditentuksn lebih lanjut bagaimana carsa
mengaijukan bukti lawan untuk menguatkan tuduhannya.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa pemasalahan
dikemakakan sehubungan dengan pemeriksaan Mahkamah Agung
atas perkara No. 1904/K/5ip/1982. maka dalam menelaah cara
pengajusn  bukti la-wan terhadap tuduhan sdanys pemalsuan
atan  kepalsuan atas gsuatu akta otentik penulis mencoba
melihat putusan Mahkamah Agung atas perkara tersebut vang
dijatubkan pada tanggal 30 Julil 1985.

Mahkamsh Agung dalam perkara No.l1304/K/Sip/1982
memnarikss  perkara permohonan pemeriksaan kasazi vang
diajukan oleh Luhur Sundoro vang oleh Fengadilan Negeri
semarang, dalaw kedudukan nya sebagai Pelawan, maupun oleh
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam pemeriksaan bhanding
telah dikalahkan.

Dalam memori kasasinys Pemohon kasasi (Luhur
sundoro) pada pokoknya menyatakan bahwa secara tiba-tiba
pada babak terakhir pemeriksaan, Termohon kasasi III . dr.
Soetardio menuduh akte-akte No.l4 tanggal 26 Agustus 18977
dan No. 8 dan No.9 tanggal 6 September 1977 =mebagai akta
palsu. Lebih lanjut Dalam memori kasasil disebutkan bahwa
hakim pertama meskipun tidak pernah memeriksa kebenaran
tiiduhan tersebut tetapi berani mengatakan bahwa dr.
Soetardio tidak pernah menghadap notaris tersebut guns
membuat dan menanda tangani akta No. 8 dan No. 9 tanggal 5]

September 1877 Lersebut.
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ggal 30 Juli 1985, Varia
numor perdana Okt. 1985—7) menjatuhkan putusan
sebagail berikut © "memerintahkan kepada PN Semarang untuk
membuka kemball persidangan dalam perkara ini dan
selanjutnya  mewmang gil kedua belsh pihak, dan notaris
Yanuar Tirtaamijaya dengan membawa akta asli surat kuassa
tertanggal B September 1977 No.3, beserta dus orang saksi
vang btersebut dalam akta itu terlawan III Dr. Boetardjo
gendiri untuk hadir dalam persidangan PN  Semarang vyang
akan cditentukan olehnya untuk mengadakan pemeriksaan
tambakhan, dengan maksud ountuk meneliti  kebenaran akta
tertanggal 8 Z3eptember 1877 No.Q, dengén memeriksa notaris
Yamiar Tirtaamijava beserta dua orang saksi nya tersebut
distas dan terlawan IIT Dvr. Scetardjo sendiri, sehingga
dari hasil pemeriksaan tambahan itu dapat diketahui apakah
mereka benar telah menanda fangani sendiri akta tertanggal
G Beptember 1877 Ho.9 tevaebut,
Berdasarkan putusan sela vang dijatuhkan Mahkamah

A teraebut distas, TPengadilan Negeri Semarang
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namun  cdemikian mengingat riwayat terjadinya surat
knasa tersebut. Sebelumnys adalah bermula dari surat
pengakuan  fwdang  dari Terlawan IJI dr. Soetardjo
dengan menjaminkan =sebuah rumah (yang akhirnya
menjadl sengketa), vang karena tidak dapat melunasi
hutang tepat pada waktunya maka dirubah menjadi
kuasa  untuk menjual rumah maksa perjanjian tersebut
sebenarnya adalah psrianjiian semue untuk menggantikan
perjaniian asli ysng merupakan hutang-piutang antara
Pelawan dan Terlawan IIT.

h. Karena Terlawan TII dr. Soetadic sebagai debitur
terikat pula dengan hutang-hutasng dari isterinya
(Terlawan IV dalam perkara ini vang sudah
memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap
sehinggas terpaksa menanda tangani perjanjian-
perjanjian dalam akta-akta notaris yang bersifat
mgmberatkan haginya, maka perjaniian berikutnya
dapay diklasifikasikan sebagal kehendak satu pihak
(eenzijdig contract), yang dalam hal 1ini adalah
tidak adil spabila diperlakukan sepenuhnya terhadap
Terlawan 111,

Dalam kasus tersebut tidak jelss kepalsuan apakah
vang dimaksud oleh Termohon kasasi I1II dr. Soetardjo.
Hanva dapat diduga dari kata-kata vang mengatakan bahwa
debitur (dr. Soetardjo) tidak pernah menghadap notaris
untuk membuat akts dan menanda-tanganl akta No.9 tanggsl 6
September 1977, dapat disimpulkan bahwa kepsalsuan yang
didalilkan oleh Termohon kasasi TIT  adalah  kepalsuan
tntelektuil.

Kalau kita proveksikan pada ajaran tentang bukti
lawan dalam hal adanya tuduhan Kkepalsuan, maka dapat
dilihat bahwa pemeriksaan tuduohan kepalsuan dalam kasus
ini tidaklah dijalankan dengan tata cara mengenal
premeriksaan asli tidaknyva surat-gsurat vang dipakai sebagai
alat bukti.

Tata cara apapun vang dipergunakan oleh Mahkamah

10
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Agnnpt dadam pencrikosana btudehan kepalsuan  atas akta
otenl ik dalam perkara No 1004/ /53ip/1982  tersbut, hasil-
nysn adalalt hahwa aktan  otephik  vang cditudah palsu

cdinyatakan sebagai akba vang aah.

KESTHPULAN

b. Tata cnra btenbang vengsiuvan bukti lswan terhadap  akts
atend tlk yoang Jditacdnh palsn atan dipalsukan, diatur pada
Bab Ll Reglemen Acars Perdata (Bv) dalam Pasal 148 dan
selorvusnya.

2. Mernnrut  pendapat Mabikamal Agung vang dituangkan dalam
putnsannya No. 1890478/ H8ip/ 19832 tertanggal 30 Juli 198985,
Pengajunn bakti Iawan terhadap akts otentik vang
ditndinh palsu dalaw perkarvra tersebut  tidak dilakukan
mennrut  eara khosus untuk itu, melainkan  dengan  cara

pembiktian hiama.
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